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RINGKASAN 

Figi Dwi Darianti, 22101091015, Program Studi Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, “Kebijakan 

Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

Berkelanjutan (Studi Pada Desa Jajar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”, 

Dosen Pembimbing 1 Dr. Hayat, S.AP., M.Si, Dosen Pembimbing 2 Dr. 

Suyeno, S.Sos., M.AP 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Program 

Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(PAMSIMAS) di Desa Jajar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sebagai 

upaya pemenuhan akses air bersih secara berkelanjutan. Latar belakang 

penelitian ini didasarkan pada permasalahan terbatasnya akses air bersih yang 

masih dialami sebagian besar masyarakat desa, meskipun telah dilaksanakan 

program PAMSIMAS. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan 

publik James E. Anderson yang terdiri dari lima tahapan: identifikasi 

masalah, perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi, dan 

evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

PAMSIMAS di Desa Jajar masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

distribusi air yang belum merata, minimnya infrastruktur pendukung, serta 

keterbatasan anggaran dan daya beli masyarakat dalam memenuhi standar 

teknis program. Meskipun demikian, program ini telah memberikan 

kontribusi awal terhadap penyediaan akses air bersih dan mendorong 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan pola hidup sehat. 

Penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan kebijakan yang lebih 

inklusif dan evaluasi berkala agar kebijakan dapat mencapai tujuan layanan 

air bersih yang merata dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Kebijakan Publik, PAMSIMAS, Air Bersih, Sanitasi, Desa  

Jajar 
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SUMMARY 

Figi Dwi Darianti, 22101091015, Public Administration Study 

Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 

2025. "Policy of the National Program for Sustainable Community-Based 

Drinking Water and Sanitation Provision (A Study in Jajar Village, Wates 

District, Kediri Regency)." Supervisor 1: Dr. Hayat, S.AP., M.Si Supervisor 

2: Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP 

This study aims to analyze the Policy of the National Program for 

Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision (PAMSIMAS) in 

Jajar Village, Wates District, Kediri Regency, as an effort to provide 

sustainable access to clean water. The background of this research is based 

on the issue of limited clean water access still experienced by a large portion 

of the community despite the implementation of the PAMSIMAS program. This 

research employs a descriptive qualitative approach, using data collection 

techniques such as observation, interviews, and documentation. The study is 

based on James E. Anderson's public policy theory, which includes five 

stages: problem identification, policy formulation, policy adoption, policy 

implementation, and policy evaluation.The results show that the 

implementation of PAMSIMAS in Jajar Village still faces several obstacles, 

including uneven water distribution, inadequate supporting infrastructure, 

and limited budget and community affordability to meet the program’s 

technical standards. However, the program has contributed to the initial 

provision of clean water access and raised awareness of the importance of 

sanitation and healthy living habits. The study recommends more inclusive 

policy planning and regular evaluation to ensure that the policy achieves its 

goal of equitable and sustainable clean water services. 

Keywords: Publik Policy, PAMSIMAS, Clean Wates, Sanitation, Jajar 

Village 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kenaikan jumlah penduduk dan persebaran tidak merata menjadi 

permasalahan dihadapi negara berkembang tidak merata, masalah yang 

dihadapi negara berkembang. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap 

tahun berdampak kepadatan penduduk di Indonesia terus meningkat. 

Pertambahan penduduk yang cepat ini menyebabkan akibat serius terhadap 

keseimbangan sumber daya alam. (Ehrlich & Holdren, 1971) menguraikan 

masalah ukuran dan pertumbuhan populasi pemanfaatan dan penimpisan 

sumberdaya dan kerusakan lingkungan secara bersama dan global.  

Dalam pertumbuhan penduduk maka perkembangan suatu kota 

diiringi dengan memberikan pengembangan layanan pada warga pada 

wilayah pembangunnan. Bentuk pelayanan mendasar menjadi tugas tanggung 

jawab Pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah perancangan kebutuhan air 

minum dan sanitasi yang berkaitan dengan keadaan kesehatan masyarakat. 

Air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia yang 

harus terpenuhi dan terjangkau. Air bersih fundamental dalam hidup manusia 

menyangkut kehidupan banyak orang dan berpengaruh dalam aktivitas 

sehari-hari masyarakat. Ketersediaan air bersih sangat penting karena 

pemanfaatan untuk keperluan dalam rumah tangga, fasilitas umum, 

sosial, dan ekonomi. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mendapat 

air yang memuaskan, khususnya masyarakat kelas bawah. 
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Pengertian air bersih menurut Menteri Kesehatan (2017) Permenkes 

No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan 

Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan Hygiene Sanitasi, Kolam Renang, 

Solus Per Aqua dan Pemandian Umum, adalah air yang dipakai untuk 

kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang memenuhi standar kesehatan dan 

dapat langsung dikonsumsi setelah dimasak. Kualitas air secara umum 

menunjukkan tingkat atau keadaan air yang berhubungan dengan suatu 

aktivitas atau kebutuhan tertentu, sehingga penting untuk memahami 

bagaimana air dapat dianggap bersih dari segi kualitas dan dapat digunakan 

dalam jumlah yang cukup untuk kegiatan sehari-hari.  

Kementerian Kesehatan  (2010) Permenkes No. 492 Tahun 2010, yang 

dimaksud dengan air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan 

atau tanpa pengolahan yang memenuhi standar kesehatan dan dapat langsung 

dikonsumsi. Air minum yang berkualitas adalah air yang tidak terkontaminasi 

secara berlebihan oleh zat-zat kimia atau mineral, terutama oleh zat-zat atau 

mineral yang berbahaya bagi kesehatan. Diharapkan bahwa zat atau bahan 

kimia yang terdapat dalam air minum tidak merusak wadah penyimpanan air, 

sementara zat atau bahan kimia serta mineral yang diperlukan oleh tubuh 

sebaiknya ada dalam kadar yang sesuai dalam sumber air minum tersebut. 

Perbedaan antara air bersih dan air minum mungkin bukan isu yang sering 

dipikirkan. Sebagian besar orang mungkin beranggapan bahwa air bersih 

dapat digunakan untuk diminum, sama halnya dengan air minum yang 

dianggap selalu bersih. Namun, jika kita menganalisisnya dengan lebih teliti, 

kedua jenis air ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. 
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Air bersih adalah air yang memenuhi kriteria kualitas tertentu dan 

dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta dapat dikonsumsi setelah 

dimasak. Di sisi lain, Air dengan persyaratan kesehatan bisa diminum tanpa 

resiko dan tidak membahayakan tanpa perlu dimasak. Kedua jenis air ini 

memiliki parameter kualitas yang berbeda, seperti warna, kejernihan, pH, 

kandungan natrium, mangan, bau, dan rasa. 

Indonesia (2019) UU No. 17 Th. 2019 mengenai Sumber Daya Air 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam kewenangan kuat mengarahkan 

sumber daya air, bertugas dalam pemenuhan pokok air di masyarakat. 

Pemerintah juga mengarahkan dan menyerahkan kewenangan kepada 

pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya air dan menghimbau kepada 

warga untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air.  

Pertumbuhan penduduk pesat mendapati dampak dari pertumbuhan 

penduduk dan banyak pemukiman padat serta penurunan daya dukung 

lingkungan. Maka ketersediaan air bersih masyarahat atau penduduk Desa 

Jajar semakin naik dan dampak yang diakibatkan dari adanya pertumbuhan 

penduduk harus disikapi dengan tepat.  

Menurut Bautista dkk., (1995) terlaksananya kebutuhan air bersih 

merupakan faktor penting bagi kelanjutan suatu kapasitas ekonomi. 

Selanjutnya perbandingan air yang dipakai pemanfaatannya untuk keperluan 

domestik dan kegiatan urban sangat terbatas jika disamakan kapasitas 

menyeluruh air, jika digabungkan kualitas terus-menerus berdampak pada 
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fasilitas air bersih bagi masyarakat dan kepentingan di perkotaan kadang kala 

menjadi perkara. 

Kualitas air bersih yang bermutu baik serta mengalir secara 

berkelanjutan adalah harapan yang diperlukan oleh semua masyarakat. Air 

yang bersih dapat memajukan kualitas masyarakat dalam berkehidupan. 

Kasus yang membuat perhatian publik sekarang di Desa Jajar Kecamatan 

Wates Kabupaten Kediri adalah separuh masyarakat mendapati kesulitan 

dalam memperoleh air bersih yang bermutu baik serta air yang mengalir 

konsisten. Salah satu faktor memengaruhi posisi masyarakat atau penduduk 

yang jauh dari sumber air yang membutuhkan banyak Waktu dan tenaga 

untuk memperoleh pasokan air bersih. Masyarakat juga memanfaatkan 

sumber air tanah untuk menghasilkan air bersih. Maka kasus yang muncul 

pada saat musim hujan berdampak pada air menjadi kotor.  

Akses air bersih bagi penduduk suatu wilayah merupakan fondasi 

infrastruktur yang sangat krusial untuk mendorong perkembangan daerah 

tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah warga, maka keperluan air 

bersih turut bertambah, baik dari aspek standar maupun kapasitas. Air sudah 

tidak lagi dianggap sebagai komoditas yang melimpah ruah dan gratis untuk 

digunakan, tetapi telah berevolusi menjadi aset ekonomi yang makin terbatas, 

sehingga dibutuhkan tata kelola yang efektif. (Kodoatie et al, 2010).  

Sehubungan dengan hal tersebut perencanaan, persiapan matang amat 

perlu dalam penyediaan infrastruktur air bersih. Ketersediaan air bersih di 

permukiman harus memenuhi kebutuhan volume, mendapati akses 
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pengambilan mudah baik dari segi jarak maupun waktu, harganya harus 

terjangkau oleh semua warga. 

Pembangunan yang berlandaskan pedesaan penting dalam 

mengoptimalkan fondasi ekonomi negara, menuntaskan kemiskinan dan 

mengurangi ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah. Pembangunan 

dibutuhkan untuk memodifikasi dari arah kurang baik kearah lebih baiik yang 

seimbang dengan keperluan hidup masyarakat banyak.  

Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan umum yang 

bermutu, beraturan transparan, dijalankan dengan cepat dan dengan 

pembiayaan yang wajar, telah terus mengemuka dari masa ke masa. 

Permintaan ini meningkat bersamaan dengan meningkatnya pemahaman 

bahwa penduduk dalam kehidupan berbangsa negara yang demokratis 

mempunyai hak untuk diperhatikan. Merupakan tanggung jawab aparatur 

pemerintah untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan permintaan para 

penduduk tersebut (Suyeno,2014). 

Pemerintah berupaya untuk melakukan embangunan program 

Bangunan Air Minum dan Sanitasi dengan Keterlibatan Masyarakat 

(PAMSIMAS). Dirintis tahun 2008 yang memiliki tujuan untuk memperbaiki 

total pelayanan  pada masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan 

kecil di perdesaan. Dengan adanya PAMSIMAS, masyarakat bisa 

mendapatkan pelayanan air bersih yang berkepanjangan dan menambah 

semangat masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dan bersih. 
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Dalam Pedoman Pamsimas (2008) Program ini  serangkaian pelaksanaan 

supply dengan basis community berasal dari partisipasi warga, pemerintah 

regional, pemerintah central Bank World, disuport Instansi Pekerjaan Umum 

atau organisasi yang responsible terhadap eksekusi kegiatan, kolaborasi 

bersama Department of Health. Objektif program sebagai upaya service objek 

komunitas rural, area pinggir kota, adapun mengaplikasikan gaya hidup sehat 

higienis secara menghidupkan supply community based sustainable dapat 

diadopsi baik oleh warga. 

Bupati Kediri (2016) menyatakan Perbup Kab. Kediri No.44 Tahun 

2016. Pemerintah desa memiliki peranan dalam supervisi sarana air bersih 

yang berada di daerah pedesaan. Sehingga menjadi responsibility Disperkim 

Kab. Kediri dan Pemerintah Desa memiliki peranan dalam supervisi sarana 

air bersih yang berada di daerah pedesaan. Sehingga menjadi responsibility 

melakukan guidance pada grup masyarakat SPAMS mati/ tidak ada operasi. 

Sejalan program nasional Universal Access Air Minum dan Sanitasi 

tahun 2019, menetapkan target layanan air minum sanitasi layak 

berkelanjutan, dengan 100% cakupan akses air minum, Jelas bahwa kondisi 

real-time yang berada di Kabupaten Kediri tidak compatible. Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM). 

Pembagunan awal PAMSIMAS pada Desa Jajar dilakukan pada tahun 

2019 dibawah naungan DISPERKIM. Kontrak awal bermula info dari dinas 

terkait dinas terkait soal bantuan PAMSIMAS. Dari info tersebut pihak 

pemerintah desa mengajukan proposal dan akhirnya terealisasi. Akhirnya 
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terjadilah kontrak antara dinas terkait, pemerintah desa,  KKM (Kesatuan 

Keswadayaan Masyarakat) dan SATLAK (Satuan Pelaksana) untuk 

menjalankan program PAMSIMAS. 

Pendanaan dari pemerintah untuk Pembangunan PAMSIMAS yaitu 

Rp 245.000.000,00. Dan dana untuk syarat swadaya sebesar Rp. 

14.000.000,00. Dengan harga per kubik air Rp.1.000,00 per meter. Hasil awal 

riset sehingga tempat tersebut dipilih untuk dijadikan mata air karena setelah 

di ukur menggunakan alat geolistrik tempat itu cocok untuk membangun 

sumur mata air dengan pertimbangan lokasi yang berada ditengah desa dan 

tanahnya lumayan tinggi sehingga air mengalir kencang. 

Kementerian PUPR (2016) menyatakan terdapat ketentuan umum 

penetapan lokasi sasaran PAMSIMAS meliputi : 

1. Kawasan desa Baru Non-Binaan Pamsimas belum ada mendapat 

support PAMSIMAS. 

2. Desa Pasca ialah desa/kelurahan yang sudah pernah mendapat support 

Inisiatif Pamsimas memfinalisasi Inisiatif belum reach 100%. 

Menu development proyek ada dalam (Peraturan Menteri PUPR No. 27 

Tahun 2016) terkait pelaksanaan SPAM mengandung. 

1. Pemugaran Total 

Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana 

yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana baru. 

Untuk daerah yang belum ada pelayanan SPAM. 
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2. Eskalasi 

Kegiatan untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan 

prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan. Untuk 

pembangunan kapasitas baru atau tambahan produksi pada daerah yang 

sudah ada SPAM. 

3. Ekskansi 

Diimplementasikan sebagai pelayanan air melibatkan berbagai aktivitas. 

Meliputi pengembangan SPAM jika terjadi rusak membuat tidak 

berfungsi hingga bisa dipakai kembali. 

 Ditetapkan area target diselenggarakan secara open bertanggung 

jawab untuk mendapati kemanfaatan dan output program secara maksimal 

serta percepatan achievement akses 100% air minum. Tahapan dilakukan 

melalui situs Banper Kementerian PUPR dan aplikasi SIPPa modul Proposal 

IBM/Padat Karya. 

Berdasarkan alur prosedur mekanisme penetapan lokasi sasaran 

pembangunan telah ditetapkan dalam pedoman teknis, terdapat beberapa 

tahapan sistematis yang harus dilalui untuk memastikan ketepatan sasaran 

dan efektivitas program pembangunan infrastruktur di tingkat Masyarakat. 
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Gambar 1.1 : Prosedur Penetapan Lokasi Sasaran Pembangunan  

 

Usulan Lokasi KIBM Cipta Karya dari 

Pengusul kepada Menteri PUPR c.q. 

Dirjen Cipta Karya 

Usulan Desa/Kelurahan Lokasi 

Kegiatan Pamsimas 

Verifikasi Kesesuaian Administrasi 

Surat Usulan oleh Direktorat SSPIP 

Verifikasi Data Dukung oleh TPK-

IBM Pamsimas, Direktorat Air 

Minum 

 

Verifikasi Data Teknis oleh Balai 

PPW 

 
Validasi terhadap hasil Verifikasi 

Teknis oleh TPK-IBM Pamsimas, 

Direktorat Air Minum 

 

Penyusunan Peringkat dan Usulan 

Penetapan Lokasi Kegiatan 

Pamsimas oleh TPK-IBM Pamsimas, 

Direktorat Air Minum 

 

Telaah Kesesuaian Lokasi Usulan 

Kegiatan Pamsimas dengan sasaran 

dan kebijakan 

progra

m IBM 

Cipta 

Karya 

oleh 

Direkto

rat 

SSPIP 

 

Penetapan Lokasi Sasaran Kegiatan 

PAMSIMAS oleh Menteri PUPR 

Berdasarkan Hasil: 

•Verifikasi Kesesuaian Administrasi 

•Verifikasi Data Dukung 

•Verifikasi Data Teknis 

 

 

•Ketersediaan sumber air atau SPAM eksisting 

yang dapat dikembangkan. 

•Jumlah target penerima pemanfaat (SR). 

 

• Kabupaten/Kota merupakan lokasi lokus intervensi 

penurunan Stunting berdasarkan data Bappenas. 

• Status Desa/Kelurahan definitif dan tercatat dalam BPS atau 

sesuai Ketetapan Peraturan Daerah 

 

• Surat Penyampaian Usulan Kegiatan Pamsimas dari 

Pengusul 

Barang/Infrastruktur Kegiatan Pamsimas dari 

Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa/Lurah. 

 

Alur mekanisme implementasi program 

pamsimas 

Permen PUPR Nom. 27 Th. 2016 
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No Aktivitas Uraian Supervisor. Hasil/Keterangan 

1. Usulan Lokasi dari 

Pengusul 
• Surat Usulan 

Lokasi Kegiatan 

Pamsimas 

• Lampiran Daftar 

Usulan Lokasi 

Kegiatan 

Pamsimas 

 

Dokumen sebagai lampiran 

Surat Usulan Lokasi adalah 

sebagai berikut (selambat- 

lambatnya disampaikan 

sebelum Verifikasi Teknis). 

• Surat Surat Pernyataan 

Minat dan Komitmen 

menerima 

Barang/Infrastruktur 

Program Pamsimas dari 

Bupati/Walikota, serta 

Data Teknis 

Desa/Kelurahan Usulan 

Kegiatan Pamsimas. 

• Surat Pernyataan 

Tidak Termasuk Air 

Pengusul 

 

 

 

 

 

• Pemerintah Kabupaten/Kota 

Balai PPW (Tim Verifikasi 

BPPW 

Surat Pengusul dikirim buat Mentri 

PUPR 

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas 
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No Aktivitas Uraian Supervisor. Hasil/Keterangan 

minum daerah Surat 

Pernyataan 

Ketertarikan dan 

Kesanggupan 

menerima 

Barang/Infrastruktur 

Aktivitas Pamsimas 

dari Kepala 

Desa/Lurah, serta Data 

Teknis 

Desa/Kelurahan 

Usulan 

Kegiatan Pamsimas. 

2 Verifikasi 

Kesesuaian 

Administrasi Surat 

Usulan. 

• Surat Usulan Lokasi 

Kegiatan Pamsimas 

dari Pengusul. 

• Lampiran Usulan 

Lokasi Kegiatan 

Pamsimas. 

• Surat Pernyataan 

Minat dan Kesediaan 

menerima menerima 

barang/infrastruktur 

dari pemerintah 

dengan ada Data 

Direktorat SSPIP Hasil verifikasi 

menyatakan: 

• Usulan sudah sesuai 

dilanjutkan ke tahap 

Verifikasi Data Dukung. 

Usulan tidak sesuai diberikan 

kesempatan perbaikan 

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas 
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No Aktivitas Uraian Supervisor. Hasil/Keterangan 

Teknis 

Desa/Kelurahan 

Usulan 

pengimplementasi 

kegiatan pamsimas. 

• Surat pernyataan tidak 

tercover masuk ke 

pelayanan air 

minumsanitasi 

UPTD/PDAM/Perum

da. 

3 Verivikasi Data 

Dukung 

• Kabupaten/Kota 

merupakan Zona 

fokus penanganan 

stunting secara 

terpadu yang 

ditentukan data 

bapenas Bappenas. 

• Status 

Desa/Kelurahan 

Definitif tercantum 

dalam BPS atau 

ketetapan Peraturan 

Daerah oleh 

Bupati/Walikota. 

TPK-IBM Pamsimas, Direktorat 

Air Minum. 

Hasil dilaporkan kepada 

Direktorat Air Minum dan 

menyatakan: 

• Usulan memenuhi kriteria 

dilanjutkan ke tahap 

Verifikasi Data Teknis. 

• Usulan tidak memenuhi 

kriteria, TPK-IBM 

Pamsimas bisa 

klarifikasi kepada Pengusul 

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas 
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No Aktivitas Uraian Supervisor. Hasil/Keterangan 

4 Verifikasi Data 

Teknis 
• Tingkat akses 

masyarakat terhadap 

air minum layak di 

tingkat desa/kelurahan. 

• Wilayah pelaksanaan 

kegiatan PAMSIMAS 

berada di luar cakupan 

layanan air minum 

UPTD/PDAM/Perumda 

• Adanya SPAM/air 

berlangsung bisa di 

perkaya  

• Jumlah target penerima 

manfaat (sambungan rumah). 

Balai PPW (Tim Verifikasi 

BPPW). 
• Hasil penilaian (scoring) 

dilaporkan kepada Direktorat 

Air Minum. 

• Pernyataan Minat dan 

Kesanggupan menerima 

Barang/Infrastruktur Aktivitas 

Pamsimas dari 

Bupati/Walikota dan/atau 

Kepala Desa/Lurah. 

5 Validasi terhadap 

hasil Verifikasi Data 

Teknis. 

• Hasil penilaian 

(scoring) dari Balai 

PPW. 

• Surat Pernyataan 

Ketertarikan dan 

Komitmen menerima 

Barang/Infrastruktur 

Program Pamsimas. 

TPK-IBM Pamsimas, Direktorat 

Air Minum. 

• Hasil validasi terhadap 

hasil verifikasi data teknis. 

Usulan dilanjutkan ke 

pemeringkatan bila sudah 

dilengkapi dengan Surat Surat 

Ketertarikan dan Kesiapan 

menerima Barang/Infrastruktur 

Kegiatan Pamsimas. 

6 Penyusunan 

Peringkat dan 

Usulan Penetapan 

• Daftar peringkat 

berdasarkan 

hasil penilaian 

TPK-IBM Pamsimas, Direktorat 

Air Minum 

Daftar Usulan Lokasi Sasaran. 

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas 
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No Aktivitas Uraian Supervisor. Hasil/Keterangan 

Lokasi Kegiatan 

Pamsimas. 

(scoring). 

• Dalam hal nilai 

(scoring) sama 

maka dilakukan 

pemeringkatan. 

7 Telaah Kesesuaian 

Lokasi Usulan 

Kegiatan 

Pamsimas dengan 

sasaran dan 

kebijakan Program 

IBM 

Cipta Karya. 

• Daftar peringkat 

usulan lokasi. 

• Sasaran dan 

kebijakan program 

IBM Cipta Karya. 

Direktorat SSPIP Daftar Usulan Penetapan Lokasi 

Sasaran 

8 Penetapan Lokasi 

Sasaran Kegiatan 

Pamsimas oleh 

Menteri 

PUPR. 

Daftar usulan penetapan 

lokasi sasaran. 

• Direktorat SSPIP. 

• TPK-IBM Pamsimas, 

Direktorat Air Minum. 

Penetapan Lokasi Kegiatan IBM 

Cipta Karya melalui SK Menteri 

PUPR. 

Tabel 1.1 Alur mekanisme implementasi pamsimas 
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Dalam rangka memastikan efektivitas dan keberlanjutan program, 

revisi atau perubahan lokasi kegiatan PAMSIMAS mungkin diperlukan. 

Detail perubahan lokasi menurut (Petuntuk acuan operasional pamsimas, 

2008) sebagai berikut:  

1. Verifikasi dan penilaian usulan revisi lokasi sasaran Kegiatan 

Pamsimas dilakukan terhadap lokasi sasaran yang direvisi dan lokasi 

pengganti. Verifikasi dan penilaian terhadap usulan lokasi pengganti 

dilakukan Penetapan Lokasi Sasaran Kegiatan Pamsimas. Seluruh 

hasil verifikasi dan penilaian dipublikasikan laman Banper 

Kementerian PUPR dan aplikasi SIPPa modul Usulan IBM/Padat 

Karya. 

2. Dirjen Cipta Karya menugaskan Direktur SSPIP dan Pimpinan Unit 

Eselon II Pembina untuk melakukan verifikasi terhadap usulan revisi 

lokasi KIBM. 

3. Direktur SSPIP menugaskan pejabat/staf di Direktorat SSPIP untuk 

melakukan Verifikasi Kesesuaian Administrasi Usulan Revisi Lokasi 

KIBM. 

4. Hasil verifikasi oleh Direktorat SSPIP menyatakan: jika usulan sesuai, 

lanjut ke tahapan Verifikasi Data Dukung. Jika usulan tidak sesuai, 

tidak diproses lebih lanjut. 

5. Verifikasi Kesesuaian Administrasi dilakukan sebagaimana verifikasi 

kesesuaian administrasi pada Penetapan Lokasi Sasaran Kegiatan 

Pamsimas. 



16 
 

6. Setelah usulan revisi lokasi dinyatakan lolos dari verifikasi kesesuaian 

administrasi maka dilanjutkan pada tahap verifikasi data dukung. 

Direktur Air Minum menugaskan TPK-IBM Pamsimas untuk 

melakukan verifikasi justifikasi usulan revisi dan verifikasi data 

dukung usulan lokasi pengganti.  

7. TPK-IBM Pamsimas melakukan Verifikasi Justifikasi Usulan Revisi 

dan Verifikasi Data Dukung Usulan Lokasi Pengganti, kemudian 

melaporkan hasil verifikasi kepada Direktur Air Minum. 

8. Setelah usulan revisi lokasi dinyatakan lolos dari verifikasi data 

dukung maka dilanjutkan pada tahap verifikasi data teknis. 

9. Setelah proses verifikasi terkait administrasi, data dukung dan data 

teknis selesai dilakukan, selanjutnya dilaksanakan validasi terhadap 

hasil verifikasi tersebut, yang dilakukan sebagai berikut : 

a. Direktur Air Minum menugaskan TPK-IBM Pamsimas untuk 

melakukan validasi dan menyusun peringkat berdasarkan hasil 

verifikasi dan penilaian kesesuaian administrasi, data dukung 

dan data teknis. 

b. TPK-IBM Pamsimas melakukan validasi dengan cara 

pengecekan terhadap kelengkapan surat usulan revisi lokasi 

dan seluruh lampirannya. Melakukan pengecekan skor dengan 

status penilaian (layak/tidak layak) terhadap lokasi pengganti. 

c. TPK-IBM Pamsimas melakukan penyusunan peringkat 

berdasarkan Nota.  
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d. Penyusunan peringkat dilakukan terhadap usulan lokasi di 

masing-masing provinsi. 

e. Hasil pemeringkatan ini digunakan dalam penyusunan usulan 

penetapan revisi lokasi sasaran Kegiatan IBM Pamsimas yang 

disampaikan kepada Direktur SSPIP untuk proses penetapan 

oleh Menteri PUPR. 

Upaya dilakukan pelaksana untuk usaha meninggikan/ mempermudah 

jalan warga untuk kelayakan dan keberlangsungan air minum. Strategi di 

implementasikan dengan pansimas melalui sistim program kerja berbasis 

tenaga lokal (Kementerian PUPR, 2023)  

Pamsjmas dikelola warga secara utuhnya, dijalankan dari tahap 

rencana, implementasi, sampai-sampai pemeliharaan dilakukan oleh 

masyarakat, dilakukan melalui ciri khas wilayahnya. Jika dilihat air minum 

layak mencapai 91.05 persen. Target dari pusat air minum yakni 100 persen. 

TAhun  2023,  Pamsimas mendapat sumber oleh APBN, sasaran 1.063 

kelurahan/desa di Indonesia (Kementerian PUPR, 2023) 

Perencanaan pamsimas tugas dari pemdes masing-masing, tugasnya 

meliputi. 

1. Lembaga Tingkat desa/kelurahan 

Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tahap perencanaan Pamsimas 

antara lain adalah:  

a. Memberi fasilitas untuk bertemu residents, 

memusyawarahkan para kelompok desa dalam memberikan 
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kepastian warga untuk ikut serta untuk merencanakan 

kebijakan. Menjadi pimpinan kegiatan pamsimas untuk desa, 

dan dusun. 

b. Mengembangkan pelayanan SPAM agar 100% mendorong 

para management untuk program bisa berlanjut di desa. 

Memberi fasilitas susunan kontruksi perencanaan kegiatan 

sanitasi dan air minum dalam improvement hasil kerja SPAM. 

c. Bagi pemerintah desa menguatkan komitmen penyisihan 

anggaran digunakan sebagai pengembangan sanitasi dan air 

minum dengan cara pamsimas.  

2. Petugas Pembimbing Komunitas Masyarakat 

Petugas bertugas memberi fasilitas pada warga adalah tenaga kedua 

masyarakat untuk pamsimas, dibentuk oleh terdiri dari Fasilitator Senior dan 

Fasilitator Masyarakat. TFM berfungsi membantu masyarakat dalam 

mengembangkan wawasan dan keahliannya di bidang lembaga diperlukan 

perancangan dijalankan pada bidang teknis proses Pamsimas, operasi dan tata 

kelola baik merupakan kerangka utama sanitasi san air minum. 

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PAMSIMAS 

berikut adalah jaringan fisik yang dibangun selama program PAMSIMAS 

berlangsung: 

1. Sarana Air Minum: Sumur bor/sumur gali, Sistem perpompaan 

(pompa listrik/manual), Jaringan perpipaan distribusi air, Bak 
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penampungan/reservoir, Hidran umum/kran umum, Sambungan 

rumah. 

2. Sanitasi Dasar: Jamban keluarga, MCK komunal, Saluran 

pembuangan air limbah, Sistem drainase lingkungan 

3. Infrastruktur Pendukung: Bangunan pelindung sumber air, Rumah 

pompa/operator, Panel kontrol Listrik, Unit pengolahan air sederhana 

4. Fasilitas Kelembagaan: Kantor pengelola SPAM, Peralatan 

administrasi, Alat ukur meteran air. (t.t.) 

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program (Pamsimas, 2022) 

dari Kementerian PUPR, masyarakat yang berlangganan PAMSIMAS 

mendapatkan beberapa manfaat. 

Akses Air Bersih : Pasokan air berkelanjutan, Kualitas air yang memenuhi 

standar Kesehatan, Pelayanan 24 jam (tergantung ketersediaan sumber air), 

Tekanan air yang stabil, Meteran air individual untuk mengukur pemakaian. 

Hak sebagai Pelanggan : Tarif air yang terjangkau sesuai kesepakatan 

Masyarakat, Transparansi pengelolaan dana, Kesempatan berpartisipasi 

dalam rapat anggota, Hak suara dalam pengambilan keputusan pengelolaan. 

Pendampingan dan Edukasi : Informasi tentang penggunaan air yang efisien, 

Penyuluhan tentang sanitasi dan kebersihan, Pelatihan pemeliharaan instalasi 

air. 
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Tabel 1.2 Total Hunian yang Terlayani Program 

Nama 

Dusun 

Pada thn Jml Rumah Tersalur Air Persentase 

Dusun 

Jajar 

2023-

2024 

663 Rumah 63 Rumah 9,5% 

Dusun 

Kalikajar 

2023-

2024 

420 Rumah 7 Rumah 1,67% 

Sumber: Pemerintah Desa Jajar (2024) 

Berdasarkan tabel, peneliti mengamati dalam beberapa tahun terakhir, 

distribusi air bersih di Dusun Jajar masih menghadapi kendala.  

1. Tercatat terdapat 663 total rumah Merujuk pada tabel tersebut, 

peneliti mengidentifikasi bahwa selama periode dua tahun, hanya 63 

rumah di Desa Jajar yang berhasil memperoleh sambungan air bersih. 

2. Pada dusun kalikajar dari total rumah 420 rumah hanya tersambung 

7 rumah.  

3. Kondisi ini mengindikasi bahwa upaya pemerintah desa dalam 

penyediaan air bersih belum maksimal. 

Terdapat kasus yang berlangsung saat berlangsungnya suplai air 

mendapat hambatan dalam penyediaan air bersih dalam aktivitas masyarakat. 

Penyediaan air bersih masih belum rata, justru proyek tersebut masih 

mendapati hambatan dalam proses penyaluran air bersih kepada masyarakat 

sekitar. 

Fakta mengenai kasus penyediaan air bersih, yaitu : 
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1. Program pembangunan menetapkan kedalaman sumur minimal 

sebesar 100 meter. Ketentuan mengenai kedalaman sumur yang 

diregulasikan PAMSIMAS bermaksud untuk menjamin bahwa 

konstruksi sumur mampu menjangkau lapisan air tanah yang lebih 

dalam dan higienis. Namun dalam implementasinya, sejumlah besar 

penduduk kampung mengalami kesulitan signifikan dalam mematuhi 

regulasi ini. Pengeluaran untuk pembuatan sumur bor dengan jarak 

vertikal 100 meter kerap tidak terjangkau bagi komunitas yang 

mayoritas berekonomi lemah. Minimnya sumber pembiayaan 

menjadi hambatan dominan bagi kebanyakan rumah tangga untuk 

membangun sumur yang selaras dengan kaidah tersebut. 

2. Terbatasnya pipa pada saluran utama belum terlaksana secara merata, 

masih terdapat banyak pipa yang rusak dan bocor, serta air menjadi 

keruh dan kotor dari dampak kerusakan pipa sehingga menghambat 

akses air. 

 Peneliti mendapat fakta keseluruhan belum dapat dilaksanakan 

dengan optimal, masih belum sesuai dengan angan-angan masyarakat, karena 

belum sepenuhnya air bersih dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Sejak 

dilakukan penyaluran dalam usaha pengelolaan air bersih. 

Berdasarkan penjelasan Mengacu pada permasalahan pada bab 

sebelumnya, peneliti menetapkan judul penelitian sebagai berikut.  

“Kebijakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat Berkelanjutan (Studi  Pada Desa Jajar Kecamatan 

Wates Kabupaten Kediri)”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Bertumpu penjelasan uraian konteks sebelumnya, demikian inti dari 

persoalan diangkat dalam studi yaitu. 

Bagaimana penerapan kebijakan program nasional air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakay berkelanjutan di desa jajar, kecamatan wates, kabupaten 

kediri? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari penjabaran rumusan masalah, demikian maksud persoalan ini, 

yaitu. 

Telaah kebijakan terkait penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat 

secara berkelanjutan tingkat nasional 

D. Manfaat Penelitian 

Bertumpu penjelasan uraian konteks sebelumnya, kontribusi riset 

memberikan kontribusi, antara lain. 

a. Temuan dalam riset bisa mampu memperluas  wawasan 

pemahaman terkait soal implementasi kebijakan tingkat nasional 

penyediaan air minum sanitasi berbasis masyarakat secara 

berkelanjutan. 

b. Riset juga bisa berfungsi sebagai sarana dalam menggali serta 

menemukan beberapa ilmu dalam implementasi kehidupan di 

masyarakat, khususnya konteks penelitian terapan (applied research). 
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c. Capaian riset ditargetkan bisa dijadikan petunjuk catatan tambahan 

kepada pihak pemerintah desa, dalam pengambilan kebijakan langkah 

penanganan dalam memaksimalkan air minum sanitasi. 
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BAB VII 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Program PAMSIMAS di Desa Jajar merupakan langkah strategis yang 

menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis masyarakat dalam mengatasi 

krisis air bersih dan sanitasi. Program ini melibatkan berbagai pihak 

pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional, serta masyarakat secara 

langsung untuk menyediakan infrastruktur fasilitas air bersih dan sanitasi 

yang memenuhi standar kelayakan. Meskipun baru mencakup sekitar 6,5% 

rumah tangga, program ini telah meningkatkan kesadaran warga akan 

pentingnya hidup bersih dan sehat, serta mengurangi praktik buang air besar 

sembarangan. Pembentukan KP-SPAMS sebagai pengelola lokal 

mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Namun, 

masih terdapat tantangan dalam hal perluasan jaringan layanan, 

keberlangsungan pemeliharaan infrastruktur, dan konsistensi dukungan dari 

pemerintah desa. 

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program 

PAMSIMAS di Desa Jajar, diperlukan upaya strategis berupa perluasan 

cakupan sambungan rumah tangga, penguatan kapasitas kelembagaan 

KPSPAMS, pemeliharaan rutin infrastruktur, dan jaminan kontinuitas 

dukungan pemerintah lintas periode kepemimpinan. Program ini telah 

membuktikan bahwa pendekatan partisipatif dalam kebijakan publik dapat 

menghasilkan dampak positif, namun memerlukan komitmen jangka panjang 

dari semua stakeholder untuk mencapai pemerataan akses yang optimal.  
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2. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian berkaitan dengan realisasi Program 

PAMSIMAS di Desa Jajar, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi dan menyusun rencana strategis perluasan jaringan secara 

bertahap untuk mencapai lebih dari 70 rumah yang saat ini terlayani. 

Perluasan jaringan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Jajar merupakan kebutuhan mendesak 

mengingat saat ini baru 70 dari 1.083 rumah (6,5%) yang terlayani. 

Rencana strategis ini disusun untuk memetakan langkah sistematis dalam 

memperluas cakupan layanan secara bertahap, efektif, dan berkelanjutan. 

2. Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada, 

mengenai keterbatasan sarana pemeliharaan dan kendala teknis yang 

menghambar distribusi air dalam program PAMSIMAS. 

Dilakukan dengan fokus pada identifikasi dan analisis mendalam 

mengenai keterbatasan sarana pemeliharaan yang meliputi ketersediaan 

peralatan, sumber daya manusia terampil, dan anggaran operasional, serta 

mengkaji berbagai kendala teknis yang menghambat efektivitas distribusi 

air bersih, seperti permasalahan jaringan pipa distribusi, sistem pompa 

yang tidak optimal, kualitas sumber air baku, dan tantangan geografis 

wilayah layanan yang mempengaruhi kualitas pelayanan air kepada 

masyarakat. 

3. Mengevaluasi dan memberikan pelatihan pada petugas pengelola sistem 

distribusi air untuk meningkatkan keterampilan dalam penanganan 

masalah teknis yang mungkin muncul sewaktu-waktu. 
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Integrasi antara peningkatan sarana pemeliharaan dan pengembangan 

kapasitas SDM ini menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan 

jangka panjang program air bersih berbasis masyarakat di desa jajar, di 

mana masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal tetapi 

memiliki kemampuan mandiri dalam memelihara dan mengoperasikan 

sistem air bersih mereka secara berkelanjutan. 
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